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Abstrak
Pernerimaan peserta didik merupakan hal yang paling urgen proses pendidikan. dengan demikian dibutuhkan sebuah sistem PPDB. maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan Permendikbud no. 17 tahun 2017. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Jenis penelitian adalah studi kasus dengan objek penelitian yaitu SMPN 1 Kepung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisi data Miles, Huberman, dan Saldana (2012), yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data yang digunakan adalah uji kredibilitas melalui triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: kebijakan PPDB zonasi telah di komunikasikan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Olahraga kabupaten Kediri kepada  pelakasana kebijakan yaitu kepala sekolah dan pihak organisasi sekolah. Komunikasi yang dilakukan melalui tranmisi, kejelasan, konsistensi dalam sosialisasi kebijakan PPDB zonasi di SMP kabupaten Kediri. Kebijakan PPDB zonasi di kabupaten Kediri pada tahun ajaran 2017/2018 hanya diberlakukan pada jenjang pendidikan SMA dan sederajat karena yang mengatur kebijakan SMA adalah Dinas Pendidikan Provinsi, sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP dan sederajat belum menerapkan kebijakan PPDB zonasi sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Kediri. Pada tahun ajaran 2017/2018 kebijakan PPDB zonasi masih hanya untuk SMA dan SMK, sedangkan pada SMP belum ada pemberlakuan. Tetapi untuk tahun ajaran 2018/2019 kebijakan PPDB zonasi masih menjadi wacana yang akan dirumuskan melalui musyawarah dengan pihak terkait.

1. PENDAHULUAN
Kebijakan pendidikan adalah suatu keputusan yang dibuat berdasarkan nilai dan penilaian yang sesuai dengan tujuan pendidikan agar dapat tercapai dengan maksimal. Tujuan pendidikan nasional Indonesia termuat dalam undang-undang no. 20 tahun 2002 pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.
Berdasarkan tujuan tersebut, kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) Indonesia membuat kebijakan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara pemerataan pendidikan. Kemendikbud mengeluarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) no. 17 tahun 2017 tentang PPDB pada taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan sekolah sederajat lainnya yang digunakan pemerataan. Dalam sistem tersebut calon siswa diwajibkan mendaftarkan diri ke sekolah yang berdekatan atau satu kawasan dengan tempat tinggalnya berdasarkan alamat dalam kartu keluarga (KK). Faktor domisili (zona) menjadi bagian syarat diterimanya calon peserta didik. (Permendikbud, 2017)
Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebenarnya bagus untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, karena terhapusnya sekolah favorit dan menjadikan seluruh sekolah menjadi sekolah favorit sehingga tidak ada lagi mutu rendah dari sekolah. Tetapi banyak terjadi kesalahan pahaman dari pelaksana atau pemakai kebijakan ini, yaitu pemerintah setempat, pihak sekolah, dan masyarakat. Adanya perasaan tidak terima karena ketika ingin mendaftar pada sekolah yang jauh dengan kaulitas lebih baik dibandingkan dengan sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya tidak lolos dalam seleksi penerimaan peserta didik baru dengan adanya sistem zonasi. Perpindahan dari SD ke SMP, ketika seorang anak yang memiliki kecerdasan yang lebih ingin mendaftar ke sekolah yang terkenal dengan favorit untuk dapat menunjang kecerdasan yang lebih oleh anak tersebut, tetapi sekolah favorit bertempat jauh dari tempat tinggal mereka, sehigga mereka beranggapan bahwa sistem zonasi akan membatasi ruang gerak, kemudian mereka mendaftar di SMP yang jarak tempat tinggal dengan sekolah hanya beberapa kilometer saja. 
Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas, yaitu terjadinya kesalahan dalam pemahaman atau miskomunikasi dari kejelasan kebijakan PPDB zonasi. Sehingga, membutuhkan suatu keberhasilan dari komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada pengguna kebijakan. 
Memahami masalah komunikasi diatas, menurut Agustino komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.
Wilbur Schram menyatakan bahwa komunikasi adalah sebagai suatu proses berbagi (sharing proses). Scrarm menguraikan, “komunikasi berasal dari kata-kata (bahasa) laltin communis yang berarti umum (Common) atau bersama. Apabila kita berkomunikasi, sebenarnya kita sedang berusaha menumbuhkan suatu kebersamaan (commoness) dengan seseorang yaitu kita berusaha berbagi informasi, ide, sikap”. (Ashadi,1987 dalam suprapto, 2006 4-5)
Sebuah komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang berhasil melahirkan kebersamaan, kesepahaman antara sumber dengan penerima (audience-receiver) nya. Sebuah komunikasi akan benar-benar efektif apabila audience menerima pesan, pengertian dan lain-lain persisi sama seperti apa yang dikehendaki oleh penyampai.
Maka dalam penelitian ini akan membahas dua hal, yaitu pemahaman kebijakan PPDB zonasi di SMP kabupaten Kediri melalui komunikasi, alasan diberlakukan dan tidak diberlakukannya kebijakan PPDB zonasi di SMP kabupaten Kediri sesuai dengan permendikbud no. 17 tahun 2017.

2. METODE PENELITIAN
Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif  yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara  antara peneliti dan informan. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Lokasi penelitian yang digunakan adalah di kantor Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Kediri dan SMPN 1 Kepung. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pihak dari dinas pendidikan kabupaten Kediri dalam bidang kurikulum SMP dan juga kepala sekolah SMPN 1 Kepung. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.
Teknik analisi data yang digunakan adalah model analisi data Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yaitu dengan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data berarti merangkum dan memilah-milah data sesuai dengan kategori pertanyaan, memilih data yang dianggap penting dan menyisihkan data-data pelengkap. Setelah data direduksi peneliti menyajikan data yaitu dapat berupa uraian singkat, tabel, foto cetak dan sejenisnya. Proses secara mendalam dan mengambil inti dari hasil penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang meliputi : kepala kurikulum seksi SMP dan dua orang staf kurikulum seksi SMP.
Uji keabsahan data yang digunakan adalah uji kredibilitas (melalui triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data), uji transferability (melalui penyusunan hasil penelitian dengan rinci, jelas, dan sistematis), uji dependability (melalui audit keseluruhan proses penelitian), sertauji confirmability (melalui publikasi hasil penelitian).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian yang dipaparkan merupakan hasil analisis dan validasi dan sudah merupakan hasil proses kondensasi dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kediri yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian terbagi atas dua bagian. Bagian pertama terkait kebijakan PPDB zonasi di SMP kabupaten Kediri melalui komunikasi, sedangkan bagian kedua terkait alasan pemberlakuan atau tidak berlakunya kebijakan PPDB zonasi di SMP kabupaten Kediri.
3.1. Pemahaman Kebijakan PPDB Zonasi melalui komunikasi
Komunikasi (Communication),  merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors) (Widodo, 2011:97).
Menurut pandangan Edwards (1980) informasi kebijakan pendidikan perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan secara jelas dan konsisten. Jika tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran akan menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran.
Kebijakan PPDB ini diatur dalam permendikbud no. 17 tahun 2017 tentang PPDB pada tingkat TK, SD, SMP, SMA dan bentuk lain yang sederajat, yang ditandantangani pada 5 Mei 2017 yang diterapkan pada masa pendaftaran Juni-Juli 2017. PPDB ini dimuat pada pasal 15, 16, dan 17. Tetapi pasal yang dapat digunakan untuk umum atau semua jenjang pendidikan, kecuali jenjang pendidikan SMK adalah pasal 15, sedangkan pasal 16 dan 17 hanya dapat digunakan untuk jenjang pendidikan SMA, SMK dan sederajat.
Berdasarkan Permendikbud no. 17 tahun 2017 dinas pendidikan dan olah raga kabupaten Kediri sudah melakukan sosialisasi yang dihadir oleh perwakilan sekolah masing-masing dua orang, yaitu kepala sekolah dan pihak organisasi sekolah. Sebelum dilakukan sosialisasi, pihak dinas pendidikan mengirim surat pemberitahuan kepada pihak sekolah bahwa akan diadakan pertemuan atau sosialaisasi terkait kebijakan PPDB Zonasi 2017. Sosialisasi dilakukan pada hari kamis tanggal 23 Nopember 2017, di Aula Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kediri. Isi dalam kebijakan PPDB zonasi adalah terdapat dalam permendikbud no 17 tahun 2017  pasal 15, 16 dan 17, di dalam kegiatan sosialisasi tersebut, menjelaskan bahwa ada kebijakan baru dari kementrian Pendidikan yang berupa permendikbud no. 17 tahun 2017 dengan pasal 15, 16 dan 17. tujuan ditetapkan kebijakan baru tentang PPDB yaitu zonasi adalah adanya pemerataan kecerdasan siswa yang berupa pembebasan memilih sekolah yang diinginkan siswa. Sasaran yang dituju oleh kebijakan PPDB zonasi adalah semua jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat. Strategi dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan oleh dinas pendidikan dan olahraga kabupaten Kediri adalah presentasi sedangkan media yang digunakan adalah pemaparan materi melalui layar proyektor dan laptop, sehingga audien dari sosisalisasi tersebut dapat melihat dan memahami secara jelas dari apa yang disampaikan.
Berdasarkan hasil penelitian, adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak dinas pendidikan menunjukan bahwa ada kejelasan dalam kebijakan PPDB zonasi berupa isi, tujuan dari kebijakan, alasan ditetapkannya kebijakan, sasaran yang dituju oleh kebijakan.  sehingga penelitian telah menunjukan bahwa komunikasi yang dilakukan memperhatikan tiga aspek utama, yaitu: 1) tranmisi/ penyampaian kebijakan atau yang sering disebut dengan sosialisasi; 2) kejelasan dalam komunikasi kebijakan PPDB zonasi; 3) konsistensi dalam sosialisasi kebijakan PPDB zonasi di SMP kabupaten Kediri.
Hasil penelitian diatas sesuai dengan pernyataan Makinde, T. (2005)“Communication is an essential ingredient for effective implementation of public policy. Through communication, orders to implement policies are expected to be transmitted to the appropriate personnel in a clear manner while such orders must be accurate and consistent. Inadequate information can lead to a misunderstanding on the part of the implementors who may be confused as to what exactly are required of them”. 
Menurut teori tersebut komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan suatu implmentasi agar berjalan secara efektif untuk menerapkan kebijakan publik bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami secara jelas oleh personal yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Informasi yang disampaikan bersifat akurat dan konsisten karena informasi yang tidak memadai dapat menyebabkan kesalahpahaman dari pihak pelaksana yang mungkin bingung mengenai apa yang sebenarnya dibutuhkan dari mereka. Dengan adanya proses komunikasi ini tercipta pemahaman tentang peraturan yang mengatur prosedur penerimaan agar mudah dimengerti oleh panitia sehingga informasi yang diberikan pada calon pendaftar sangatlah cukup baik dan mudah dimengerti.
Dan pernyataan dari  Edward III,  Communication is the first requirement for effective policy implementation is that those who are implement a decision must know what they are supposed to do. Policy decisions and implementation orders must be transmitted to appropriate personal before they can be followed. Naturally, these communications need to be accurate, and they must be accurately perceived by implementors. Many obstacles lie in the path of transmission of implemetation communications” (Edward III, 1980:17).
Selaras dengan teori Makinde menururt Edward III, komunikasi merupakan syarat pertama untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang menerapkan keputusan harus tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah pelaksanaan harus dikirim ke personal yang sesuai sebelum dilakikanya tindakan. Tentunya komunikasi perlu akurat dan harus dipahami secara akurat oleh pelaksana. Banyak hambatan terletak pada jalur transmisi dari komunikasi implementasi (pelaksanaan).
Pernyataan tersebut dimaksud suatu kebijakan bisa dilaksanakan dengan baik apabila konsistensi informasi yang disampaikan bagi pelaksananya jelas. Komunikasi menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terjadi bila para pembuat keputusan mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Komunikasi juga harusterjalin diantara para pembuat keputusan dan implementor agar implementor semakin konsisten dalam melaksanakan kebijakan.
3.2. Alasan Diberlakukan Atau Tidak Diberlakukan Kebijakan PPDB Zonasi Di SMP Kabupaten Kediri
Sosialisasi yang dilakukan oleh kepala dinas pendidikan dan olahraga kabupaten kediri, menyatakan bahwa kebijakan PPDB zonasi di kabupaten Kediri untuk tahun ajaran 2017/2018 hanya berlaku kepada jenjang pendidikan SMA, SMK dan sederajat saja, untuk jenjang pendidikan SMP belum menggunakan atau menerapkan kebijakan PPDB zonasi yang berupa pemetakan radius zona sekolah tersebut.
Alasan kebijakan PPDB zonasi diberlakukan di SMA karena pemerintahan yang mengatur peraturan dan pemberlakuan  kebijakan SMA adalah Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Provinsi mengatur bahwa sistem PPDB tahun ajaran 2017/2018 dan juknisnya khusus untuk SMA dan SMK untuk menerapkan kebijakan PPDB zonasi sesuai dengan permendikbud no. 17 tahun 2017 pas 15, pasal 16 dan pasal 17. Sedangkan yang mengatur kebijakan di jenjang pendidikan SMP adalah Dinas Pendidikan Daerah, di kabupaten Kediri terdapat peraturan daerah yang menyatakan bahwa SMP pada tahun ajaran 2017/2018 belum memberlakukan kebijakan PPDB zonasi di kabupaten Kediri dan dari juknisnya sendiri tahun 2017/2018 bukan untuk jenjang pendidikan SMP kebawah.
Teknik yang dilakukan dalam kebijakan yang diberlakukan tersebut ialah setiap calon peserta didik diberi kesempatan untuk mendaftar pada sistem PPDB online dengan mengisi kolom pilihan sekolah yang akan dituju sebanyak 3 sekolah. Jika pun calon peserta didik hanya berkenan untuk mengisi satu sekolah saja, tetap diberpolehkan dan sistem PPDB online pun tetap akan berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian, jika calon peserta didik dinyatakan di terima oleh sistem PPDB online di suatu sekolah dengan jarak tempuh sekolah dan tempat tinggal sangat jauh, calon peserta didik tidak diperbolehkan membatalkan pendaftaran tersebut.
Kriteria yang ditetapkan untuk dapat diterimanya calon peserta didik baru yaitu berdasarkan nilai siswa dan pretasi siswa. Prestasi yang dapat mendukung diterimanya calon peserta didik baru yaitu lomba FMIPA, olahraga dan seni dengan pemerolehan minimal juara  1, 2, dan 3 tingkat kabupaten Kediri. Semua sistem penerimaan calon peserta didik baru yang mengatur adalah sistem PPDB online, sehingga tidak ada campur tangan dari pihak sekolah. Misalnya dari pengelolaan hasil nilai dan prsetasi calon peserta didik baru semua yang mengolah adalah sistem PPDB online dan yang menentukan di terima atau tidak di terima calon peserta didik baru juga sistem PPDB online.
Sedangkan untuk rencana PPDB tahun ajaran 2018/2019 mendatang, kebijakan PPDB zonasi untuk jenjang pendidikan SMP dan sederajat masih menjadi wacana yang akan dibicarakan pada semester genap mendatang. 
Sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 23 Nopember kemarin adalah sosialisasi perdana tentang kebijakan PPDB zonasi yang masih menjadi wacana untuk jenjang pendidikan SMP. untuk memutuskan diberlakukannya atau tidak untuk tahun ajaran 2018/2019 masih dibutuhkan musyawarah dengan semua pihak terkait yang agenda pertemuan dengan MKKS dikisarkan setelah bulan Januari-Februari.
4. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian diatas adalah kebijakan PPDB zonasi telah di komunikasikan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Olahraga kabupaten Kediri kepada  pelakasana kebijakan yaitu kepala sekolah dan pihak organisasi sekolah. komunikasi yang dilakukan telah memenuhi indikator dari komunikasi yaitu: 1) tranmisi/ penyampaian kebijakan atau yang sering disebut dengan sosialisasi; 2) kejelasan dalam komunikasi kebijakan PPDB zonasi ; 3) konsistensi dalam sosialisasi kebijakan PPDB zonasi di SMP kabupaten Kediri. Kebijakan PPDB zonasi di kabupaten Kediri pada tahun ajaran 2017/2018 hanya diberlakukan pada jenjang pendidikan SMA dan sederajat karena yang mengatur kebijakan SMA adalah Dinas Pendidikan Provinsi, sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP dan sederajat belum menerapkan kebijakan PPDB zonasi sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Kediri.Pada tahun ajaran 2017/2018 kebijakan PPDB zonasi masih hanya untuk SMA dan SMK, sedangkan pada SMP belum ada pemberlakuan. Tetapi untuk tahun ajaran 2018/2019 kebijakan PPDB zonasi masih menjadi wacana yang akan dirumuskan melalui musyawarah dengan pihak terkait.
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